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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kebijakan insentif pajak bagi investor di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Utara, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 

dipadukan dengan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji harmonisasi regulasi perpajakan antara pemerintah pusat 

dan daerah, efektivitas pengawasan hukum dalam pelaksanaan insentif pajak, dan implikasi hukum atas 

ketidakpatuhan terhadap regulasi insentif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi insentif pajak di 

KEK Sulawesi Utara telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal 

harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Analisis yang didasarkan 

pada Teori Hukum Fiskal, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan Distributif menyoroti pentingnya harmonisasi 

regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan efektivitas 

dan keadilan kebijakan insentif pajak. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk 

meningkatkan kinerja insentif pajak di KEK Sulawesi Utara, termasuk penguatan aspek regulasi, pengembangan 

kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi koordinasi dan pengawasan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan 

kontribusi pada implementasi insentif pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

Kata Kunci :Insentif Pajak Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, Aspek Hukum, Harmonisasi Regulasi, Kapasitas 

Kelembagaan 

 

 

Abstract: This study aims to analyze the legal aspects of tax incentive policies for investors in the Special Economic 

Zone (SEZ) of North Sulawesi, Indonesia. Using a normative juridical approach combined with qualitative analysis, 

the research examines the harmonization of tax regulations between the central and local governments, the 

effectiveness of legal supervision in implementing tax incentives, and the legal implications of non-compliance with 

tax incentive regulations. The findings indicate that the implementation of tax incentives in the North Sulawesi SEZ 

has shown significant growth. Still, challenges remain in terms of regulatory harmonization, institutional capacity, 

and coordination among stakeholders. The analysis based on Fiscal Law Theory, Legal Certainty Theory, and 

Distributive Justice Theory highlights the importance of harmonizing regulations, simplifying administrative 

procedures, and strengthening institutional capacity to ensure the effectiveness and equity of the tax incentive policy. 

The study recommends strategic measures to enhance the performance of tax incentives in the North Sulawesi SEZ, 

including strengthening the regulatory aspect, developing institutional capacity, and optimizing coordination and 

supervision. These recommendations aim to contribute to the more effective and sustainable implementation of tax 

incentives to promote regional economic growth. 

Keywords: The Free Tax incentives,Special conomic Zone,legal aspects, regulatory harmonization, institutional 

capacity 

 

 

Pendahuluan 

KEK sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi penting dari pemerintah Indonesia 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terkendala . Dalam 

konteks in rem, memberikan insentif perpajakan sebagai salah satu cara dalam menarik investasi, 

terutama pada daerah- daerah dimana potensi ekonomi nya sangat besar tetapi belum sepenuhnya 

dioptimalkan.termasuk di dalam nya juga provinsi Sulawesi Utara (Sidiq, 2023:189). Politik ini 

tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kompetitivitas daerah, tetapi juga agar dapat 

menciptakan lapangan kerja yang memiliki kemampuan transfer teknologi untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah.  
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Penyelenggaraan kebijakan insentif perpajakan di KEK memerlukan kerangka hukum 

yang sangat r/details dan pengawasan yang LEDAT untuk menerapkannya sebaik mungkin. 

Sumber lain yang terkait dengan tantangan kebijakan yaitu, menurut Rahayu (2020) bahwa satu di 

antara tantangan yang menghambat dalam penerapan kebijakan ini adalah permasalahan tentang 

persamaan antara regulasi pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang sering terjadi dan 

membuat kegentasan hukum di investor. Both rules and bureaucratic procedures may become 

deterrents for investments, despite the promising economic potential of the region in question or 

the complexity and no-holes-barred conditions become deterrents for investments despite the fact 

that such regions offer great potentials. 

Terlalunya Sulawesi Utara dalam hal KEK, maka kegiatan KEK tersebut telah 

menunjukkan prospek yang sangat besar dalam mendiesel ekonomi Sulawesi Utara. Johan et al. 

(2019) menambahkan bahwa KEK telah mempercepat peningkatan investasi oleh sektor 

manufaktur tapi masih ada beberapa permasalahan dalam memaksimalkan penggunaan KEK 

dalam kebijakan insentif perpajakan. Dalam penelitian mereka tahun 2023, Asahra et al. telah 

menyimpulkan bahwa salah satu of blueprints of implementing these policy is the lack of 

coordination among stakeholders which can hamper the effectiveness of the overall tax incentive 

based programmes. 

Penelitian ini semakin urgens karena KEKmemegang peranan penting dan strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional dan regional. Menurut Sidiq (2023), ketidakjelasan regulasi 

maupun ketidakefisienan prosedur administratif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 

mengaburkan aspek hukum yang sehingga dapat merugikan Investor. Pada kenyataannya 

penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dalam hal aspek hukum 

pemberian insentif perpajakan dan dampaknya terhadap iklim investasi di KEK Sulawesi Utara. 

Karya Natalis dan Hakim (2021) juga menegaskan diperlukannya evaluasi secara komprehensif 

terhadap efektivitas kebijakan insentif perpajakan untuk mencegah adanya pengabaian tujuan 

pembangunan ekonomi regional nasional tercapai. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan di 

KEK dari berbagai sisi. Dalam Sidiq (2023) dan Johan e al. (2019) mengatakan bahwa regulasi 

perpajakan yang baik dapat menjamin kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk 

melakukan investasi. Rahayu (2023) pun menyatakan bahwa kompleksitas regulasi sering kali 

menjadi penghalang bagi investor untuk memanfaatkan insentif perpajakan yang ada dan tersedia.  

Studi menunjukkan perlunya insentif perpajakan bagi keberhasilan investasi, sebagaimana 

diuraikan oleh Johan et al. (2019) dalam studi yang dilakukan di KEK Sulawesi Utara, yang 

menyatakan bahwa kebijakan insentif perpajakan secara signifikan meningkatkan investasi sektor 

manufaktur. Meskipun demikian, penelitian itu juga menemukan sejumlah masalah dalam 

implementasinya, di antaranya prosedur yang rumit dan tidak adanya koordinasi antar instansi 

yang terkait. Temuan ini dibenarkan kembali oleh Asahra et al. (2023) dengan menekankan 

pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan di dalam pengelolaan 

insentif perpajakan. 

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kebijakan insentif perpajakan di KEK, 

masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dan 

implementasinya terutama di Sulawesi Utara. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung 

berfokus pada aspek ekonomi dan administratif, sementara aspek hukum dan implikasinya 

terhadap kepastian hukum untuk investasi belum dikaji secara mendalam. Natalis dan Hakim 

(2021) menyoroti pentingnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum dan ekonomi 

dalam analisis kebijakan insentif perpajakan di KEK. 
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Perkembangan terkini dalam implementasi kebijakan insentif perpajakan di KEK Sulawesi 

Utara menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kebijakan tersebut. Rahayu (2020) mengidentifikasi berbagai inovasi dalam pengelolaan insentif 

perpajakan, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi dan penguatan koordinasi antar 

lembaga. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk harmonisasi regulasi antara 

pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, dan kurangnya koordinasi 

antar pemangku kepentingan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

harmonisasi regulasi perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pemberian 

insentif perpajakan di KEK Sulawesi Utara. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi 

efektivitas pengawasan hukum dalam implementasi insentif perpajakan dan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, sebagaimana direkomendasikan oleh Sidiq 

(2023). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap 

regulasi insentif perpajakan dan dampaknya terhadap iklim investasi di KEK Sulawesi Utara. 

Penelitian ini unik sebab hasil dari pendekatan menyeluruh yang menggabungkan analisis 

hukum dan ekonomi dalam proses penilaian insentif pajak KEK Sulawesi Utara. Dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya yang terfokus pada sebagian besar aspek ekonomi atau administratif 

yang terlibat dalam permasalahan tersebut (Johan et al., 2019; Rahayu, 2020), penelitian ini 

tawarkan perspektif yang lebih luas yaitu nilai interaksi antara elementas ekonomi dan hukum 

dalam konteks penyerahan insentif pajak. 

 ini terdiri atas pengimplementasian metode yuridis normatif kepada metode kualitatif, 

karena sesuai dengan kerangka metodologis yang dikembangkan Natalis dan Hakim (2021). Studi 

dokumen hukum dan peraturan yang menyangkut insentif pajak KEK, dan studi wawancara sesuai 

dengan kunci kepentingan, serta analisis kasus kasus spesifik yang menyebabkan penerapan 

insentif pajak di KEK Sulawesi Utara. Oleh karena diterapkannya insentif pajak di KEK Sulawesi 

Utara kemudian tampak beberapa tantangan yang patut disadari dan diantisipasi. Rahayu (2020) 

menyatakan bahwa perbedaan penafsirannya peraturan sering membawa dampak perubahannya 

hukum kepada pelanggaran yang berpotensi mengurangi jumlah dana yang dinaungi oleh investor. 

Johan et al. (2019) also highlights that the significant barriers to note are constrained capability of 

the local government to manage and monitor the provision of the tax insentif. 

Insentif perpajakan di KEK Sulawesi Utara telah memberikan pengaruh positif terhadap 

sektor perekonomian daerah walaupun masih harus bertahan dari berbagai tantangan. Investasi di 

sektor manufaktur telah meningkat sekitar 25 persen, menurut laporan mereka, sejak program ini 

diluncurkan, dan lebih dari 10.000 lapangan kerja baru telah diciptakan di wilayah tersebut. Meski 

begitu, Asahra dkk. (2023) menyatakan dampak positif yang dianggap belum maksimal karena 

beberapa faktor telah dibahas pada penelitian sebelumnya. 

Sebagai perbandingan, Bank Dunia (2022) melaporkan bahwa Indikator Ekonomi Utama 

KEK di negara lain (misalnya, Malaysia dan Vietnam) telah terlembap dalam hal menarik investasi 

melalui kebijakan fiskal yang lebih transparan dan tidak terlalu regresif. Jika kita bandingkan 

dengan Indonesia, Malaysia berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) sekitar empat puluh 

persen lebih banyak dibandingkan Indonesia. Kebalikannya telah terjadi selama sepuluh tahun 

yang lalu Malaysia memberikan dukungan kepada investor di KEK. baru ini, Pemerintah Vietnam 

baru-baru ini menerapkan kebijakan yang lebih terpadu dengan memberikan insentif perpajakan 

yang dibandikan dengan fasilitas infrastruktur yang dapat memberikan hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan penelitian ini dapat membuka jalan bagi 

penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas insentif pajak yang dilakukan di KEK seperti yang 
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direkomendasikan oleh Natalis, Hakim (2021). Diperkirakan, insentif perpajakan KEK dapat terus 

berkembang dan bertransformasi untuk dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi nasional dan 

daerah pada aspek-aspek di atas. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disusun beberapa rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan kinerja perpajakan insentif di KEK Sulawesi Utara. Menurut Sidiq (2023), 

ketersediaan hukum dalam menurunkan tingkat hukum terkait dengan harmonisasi regulasi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Rahayu (2020) salah satu rekomendasi adalah 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada 

yang membutuhkan. Asahra et al. (2023) menegaskan bahwa mekanisme koordinasi antar 

pemangku kepentingan perlu dikoordinasikan dengan lebih baik sehingga prosedur yang efisien 

dan efektif dapat dilaksanakan. Johan et al. (2019) menyarankan penerapan prosedur pemeliharaan 

administratif yaitu insentif perpajakan untuk melaksanakan perpajakan guna menarik investasi.  

Bank Dunia (2021) menyatakan bahwa praktik terbaik dari negara lain, misalnya Malaysia 

dan Vietnam, sedang didorong bagi Indonesia untuk mencapai pengambilan keputusan yang lebih 

efisien dan efektif dalam pengelolaan tenaga kerja. Diharapkan dengan mempertimbangkan 

kekompakan dan urgensi situasi saat ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pengembangan perpajakan insentif di KEK Sulawesi Utara. Natalis dan Hakim 

menekankan bahwa dalam makalah mereka tahun 2021, semua aspek hukum harus dibedah dan 

kemudian ditindaklanjuti untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara 

praktis. Penelitian yang dilakukan di sini bertujuan untuk membantu pengembangan proses yang 

sedang berlangsung untuk pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih efektif dengan menggunakan 

metodologi yang mensintesiskan sudut pandang ekonomi dan hukum. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dengan 

kombinasi analisis kualitatif, penelitian ini merupakan metode untuk menganalisis hukum insentif 

perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena mampu menganalisis permasalahan 

hukum yang timbul atas dasar asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Soekanto & Mamudji, 2021) maka disebut dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui 

pendekatan ini, peneliti melakukan analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut 

di wilayah administratif Sulawesi Utara dalam Kabupaten KEK. Melalui pendekatan ini, peneliti 

melakukan analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pusat 

dan daerah serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di wilayah administratif 

Sulawesi Utara dalam Kabupaten KEK." 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan tiga metode utama. Pertama, 

penelitian terkait kepustakaan, yang berfungsi untuk memperoleh informasi dan menganalisis 

beberapa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Beberapa sumber hukum primer tersebut 

adalah peraturan perundang-undangan tentang KEK dan perpajakan, misalnya Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan berbagai peraturan pelaksanaannya. 

Buku-buku tersendiri seperti teks hukum, artikel dari jurnal akademik, dan hasil penelitian lanjutan 

yang berhubungan dengan topik umum penelitian merupakan sumber hukum sekunder. Marzuki 

(2021) menyebutkan bahwa sumber hukum tersier merupakan kumpulan dari kamus hukum, 

ensiklopedia, dan indeks yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber 

hukum dalam berbagai bentuk. 
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Dalam menganalisis permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan tiga 

kerangka teori utama sebagai pisau analisis. Pertama, Teori Hukum Fiskal digunakan untuk 

mengkaji aspek keadilan dan efisiensi dalam kebijakan perpajakan di KEK, khususnya terkait 

harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Kedua, Teori Kepastian Hukum menjadi 

landasan dalam menganalisis konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait 

insentif perpajakan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana di daerah. 

Ketiga, Teori Keadilan Distributif diaplikasikan untuk mengevaluasi aspek pemerataan manfaat 

ekonomi dari kebijakan insentif perpajakan, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi 

daerah di Sulawesi Utara. 

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan penerapan kebijakan insentif perpajakan dalam penyelenggaraan 

KEK Sulawesi Utara. Berdasarkan Sugiyono (2022), pengumpulan informasi dilakukan dengan 

metode purposive sampling yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

berharga dalam bidang penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah anggota Dinas 

Perpajakan, pejabat eksekutif KEK, investor operasional di lingkungan KEK, dan akademisi yang 

mengetahui tentang hukum perpajakan dan KEK. 

Langkah ketiga adalah melakukan penelitian terkait analisis dokumen terhadap berbagai 

dokumen administratif dan hukum yang berlaku selama penyelenggaraan pajak penghasilan di 

KEK. Dokumen yang dianalisis meliputi dokumen yang terkait dengan jangka waktu investasi, 

laporan pelaksanaan pekerjaan, dan dokumen evaluasi yang akan diberikan oleh instansi terkait. 

Dengan dilakukannya analisis dokumen ini, akan membantu memahami implementasi kebijakan 

secara praktis dan membandingkan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi di 

lapangan untuk mengetahui apa saja perbedaannya (Rahardjo, 2020). 

Analisis data dalam lingkup penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan analisis isi 

dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh 

berupa hasil perundang-undangan, kebijakan, dan wawancara, guna mengidentifikasi pola-pola 

dan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penerapan insentif perpajakan di KEK 

Sulawesi Utara dibandingkan dengan praktik umum di daerah atau negara lain (Patton, 2022). 

Triangulasi data merupakan cara untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian. 

Untuk mencapai hal tersebut, data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan 

data diperbandingkan. Sebagaimana dilaporkan oleh (Creswell & Creswell, 2021), triangulasi 

yang dimaksud sangat penting dalam memverifikasi temuan penelitian, dan pembuktian hasil yang 

diperoleh berasal dari berbagai perspektif dengan tingkat keahlian yang tinggi. Selain itu, peneliti 

akan memberikan verifikasi anggota kepada klien atas interpretasi data dengan menyajikan hasil 

analisis yang dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh klien untuk memverifikasi 

keakuratan interpretasi data. 

Penelitian ini mencakup periode Januari 2023 hingga Desember 2023, dengan fokus 

khusus pada geografi di bagian timur Sulawesi. UGEK Kalimantan Timur telah beroperasi cukup 

lama dan pertimbangan karakteristiknya merepresentasikan KEK lain yang lebih baru (Asahra et 

al. 2023). Pemilihan lokasi yang dimaksud didasarkan pada hal ini. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Implementasi Kebijakan Insentif Perpajakan di KEK Sulawesi Utara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan insentif perpajakan di KEK Sulawesi 

Utara berhasil tumbuh signifikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Analisis terhadap dokumen kebijakan dan hasil wawancara 
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mengenai kepentingan memungkinkan diperolehnya sejumlah pertimbangan penting dari 

kebijakan ini untuk diterapkan. Insentif perpajakan yang dilaksanakan oleh KEK Sulawesi Utara 

telah menjadi sangat komprehensif semisal tarif pajak, pelaksanaan pajak holi dasar, pemanfaatan 

insentif pajak dan lain sebagainya. Namun Rahayu (2020) mengungkapkan adanya tantangan 

dalam proses harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, terutama dalam menentukan jenis 

perpajakan dan besaran insentif. Hal ini juga sesuai dengan temuan Sidiq (2023) bahwa terdapat 

perbedaan penafsiran peraturan di tingkat pemerintahan sehingga memungkinkan terjadinya 

ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut oleh investor. 

Menurut Johan dkk (2019), penurunan kapasitas dan total daya pemerintah daerah 

merupakan hal yang paling berpengaruh dalam menentukan dan menerapkan insentif perpajakan. 

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pejabat daerah yang mengkonfirmasi bahwa pada 

saat dilaksanakan kebijakan, kendala dari keterbatasan SDM dan infrastruktur yang berkenaan 

dengan aspek teknologi menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dengan baik. Asahra, dkk., 

(2023) berpendapat bahwa efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada koordinasi dan 

koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi perpajakan, badan pengelola 

KEK, dan investor. Kajian saat ini mendukung temuan-temuan di atas dan hal ini menjadi jelas 

karena diperlukannya mekanisme koordinasi yang lebih efisien di masa mendatang. 

Analisis Berdasarkan Kerangka Teori 

Analisis Berdasarkan Teori Hukum Fiskal 

Dari perspektif Teori Hukum Fiskal, implementasi insentif perpajakan di KEK Sulawesi 

Utara menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Harmonisasi ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penentuan jenis 

dan besaran insentif perpajakan. Selain itu, kebijakan insentif perpajakan harus 

mempertimbangkan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan, sehingga dapat mendorong 

investasi secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas penerimaan daerah. Dalam konteks ini, 

koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan, seperti otoritas pajak, pengelola KEK, 

dan pemerintah daerah, menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang 

efektif. 

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum 

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas 

prosedur administratif dan perbedaan interpretasi regulasi di tingkat pemerintahan menjadi 

tantangan utama dalam implementasi kebijakan insentif perpajakan. Ketidakpastian hukum ini 

dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di KEK. Oleh karena itu, diperlukan langkah-

langkah untuk menyederhanakan prosedur administratif, memperkuat koordinasi antar lembaga, 

dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola insentif perpajakan. Dengan 

demikian, kepastian hukum dapat terwujud, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan 

investor. 

Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Distributif 

Dari perspektif Teori Keadilan Distributif, implementasi insentif perpajakan di KEK 

Sulawesi Utara telah memberikan dampak positif terhadap pemerataan manfaat ekonomi. Hal ini 

terlihat dari peningkatan investasi di sektor manufaktur, terciptanya lapangan kerja baru, dan 

diversifikasi sektor ekonomi. Namun, untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih merata, 

diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar pemangku 

kepentingan. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang juga 

diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan insentif perpajakan memberikan manfaat yang 

berkelanjutan bagi masyarakat lokal. 
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Dampak Kebijakan Insentif Perpajakan terhadap Investasi 

Ketika menganalisis statistik tentang investasi di KEK Sulawesi Utara, ditemukan bahwa 

kebijakan insentif perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk menarik investasi asing telah 

meningkatkan sektor secara langsung dua puluh lima persen menurut Bank Dunia (2022). Selain 

itu kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja baru dan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga tiga puluh persen selama 2019-2023. 

Sebagaimana dicatat oleh Natalis dan Hakim (2021), wilayah KEK Sulawesi Utara memiliki 

perilaku kebijakan insentif perpajakan yang telah memicu diversifikasi sektor ekonomi, dengan 

sektor ekonomi yang tumbuh terbesar terdiri dari sektor manufaktur (35%), sektor teknologi 

informasi (28%), dan sektor pertanian (20%). 

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan 

Secara keseluruhan, beberapa isu utama dari pelaksanaan proyek dianalisis secara 

komprehensif, meliputi kompleksitas proses administratif (Rahayu, 2020), ketidakpatuhan 

terhadap hukum terkait penafsiran peraturan (Sidiq, 2023), kegagalan infrastruktur proyek (Johan 

et al., 2019), dan ketidakefektifan sistem monitoring dan evaluasi (Asahra et al., 2023). Untuk 

mengatasi masalah ini, beberapa kemungkinan tindakan disarankan dalam karya yang disajikan di 

sini. Penyederhanaan prosedur administratif, penguatan koordinasi antar lembaga, dan 

peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan dalam tugas-tugas administratif pada periode dua 

hingga tiga tahun pertama. Ada beberapa hal yang dapat diwujudkan dalam jangka waktu antara 

dua hingga lima tahun: harmonisasi peraturan untuk daerah dan negara, peningkatan infrastruktur 

untuk rakyat, dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Lebih jauh, penekanan perlu 

diberikan pada pengembangan sistem penanaman modal yang terus tumbuh, diversifikasi 

perpajakan, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang. 

Rekomendasi Penguatan Aspek Hukum 

Berdasarkan analisis menggunakan ketiga kerangka teori (Teori Hukum Fiskal, Teori 

Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan Distributif), beberapa rekomendasi penguatan aspek hukum 

dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan insentif perpajakan di KEK Sulawesi 

Utara. 

Penguatan Aspek Regulasi 

Dalam konteks penguatan aspek regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan 

menjadi prioritas utama yang mencakup sinkronisasi peraturan perpajakan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Hal ini perlu didukung dengan penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan 

operasional, serta pengembangan mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih efektif. 

Penyederhanaan prosedur administratif menjadi langkah penting berikutnya melalui 

pengembangan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang efisien, penerapan digitalisasi proses 

administrasi perpajakan, dan penyederhanaan persyaratan serta prosedur pengajuan insentif. 

Sistem monitoring dan evaluasi juga perlu diperkuat dengan membangun sistem informasi 

terintegrasi untuk pemantauan implementasi, mengembangkan indikator kinerja yang terukur, dan 

melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. 

Penguatan Aspek Kelembagaan 

Untuk mendukung implementasi kebijakan insentif perpajakan yang efektif, penguatan 

kelembagaan menjadi sangat krusial. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan 

teknis perpajakan bagi aparatur, peningkatan pemahaman tentang regulasi dan prosedur, serta 

pengembangan kompetensi dalam pelayanan investor. Optimalisasi koordinasi antar lembaga 

diwujudkan dengan pembentukan tim koordinasi lintas instansi, pengembangan mekanisme 

komunikasi yang efektif, dan pemperjelas pembagian peran dan tanggung jawab. Sistem 
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pengawasan juga perlu diperkuat melalui pengembangan mekanisme pengawasan internal dan 

eksternal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan insentif, dan pembangunan sistem 

pelaporan yang terintegrasi. 

Penguatan Aspek Implementasi 

Efektivitas implementasi kebijakan memerlukan beberapa penguatan strategis. 

Pengembangan sistem informasi menjadi fondasi penting dengan membangun database terpadu, 

mengintegrasikan sistem informasi antar instansi, dan mengembangkan platform pelayanan digital. 

Peningkatan pelayanan investor diwujudkan melalui penyediaan layanan konsultasi perpajakan, 

pengembangan sistem pengaduan yang responsif, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi. 

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dilaksanakan melalui monitoring berkala, pengembangan 

sistem umpan balik, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. 

Implementasi ketiga aspek penguatan ini - regulasi, kelembagaan, dan implementasi - memerlukan 

pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberhasilan penguatan aspek hukum dalam 

kebijakan insentif perpajakan akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan investasi di 

KEK Sulawesi Utara dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Monitoring 

dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas penguatan ini juga diperlukan untuk 

memastikan kebijakan tetap responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang berkembang. 

Penguatan Aspek Keberlanjutan Jangka Panjang 

Dalam upaya memastikan efektivitas kebijakan insentif perpajakan dalam jangka panjang, 

diperlukan pengembangan rencana transisi yang komprehensif untuk menyesuaikan kebijakan 

dengan perubahan kondisi ekonomi global. Rencana ini harus didukung dengan sistem 

pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, serta integrasi prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan insentif perpajakan. Monitoring jangka panjang 

menjadi kunci keberhasilan melalui pengembangan sistem evaluasi yang melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

Penguatan Aspek Teknologi dan Digitalisasi 

Pemanfaatan teknologi modern menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan 

transparansi implementasi kebijakan. Implementasi teknologi blockchain dapat meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan insentif perpajakan dan keamanan data investor. Penggunaan 

artificial intelligence untuk analisis data perpajakan dan prediksi tren investasi akan membantu 

pengambilan keputusan yang lebih akurat. Penguatan keamanan siber juga menjadi prioritas untuk 

melindungi data sensitif, didukung dengan pengembangan protokol keamanan sesuai standar 

internasional. 

Penguatan Aspek Kerjasama Internasional 

Harmonisasi standar perpajakan dengan praktik internasional menjadi langkah strategis 

dalam meningkatkan daya saing KEK Sulawesi Utara. Pengembangan jejaring dengan kawasan 

ekonomi khusus di negara lain dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. 

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu dikembangkan melalui pembentukan panel 

arbitrase khusus dan prosedur mediasi yang transparan. Program kemitraan internasional dan 

promosi KEK di forum global juga perlu diperkuat untuk menarik investasi asing. 

Penguatan Aspek Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

Distribusi manfaat ekonomi yang merata menjadi fokus utama melalui program 

pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan transfer pengetahuan dari investor. Skema 

pembagian manfaat yang transparan perlu didukung dengan penciptaan peluang usaha bagi 

UMKM lokal dan partisipasi dalam rantai nilai investasi. Forum konsultasi publik dan mekanisme 
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umpan balik dari masyarakat menjadi sarana penting dalam memastikan representasi komunitas 

lokal dalam pengelolaan KEK. 

Penguatan Aspek Mitigasi Risiko 

Pengelolaan risiko yang komprehensif mencakup identifikasi potensi konflik regulasi dan 

pengembangan sistem early warning untuk perubahan kebijakan. Prosedur penanganan konflik 

kepentingan dan mekanisme pengawasan independen diperlukan untuk menjaga transparansi. 

Antisipasi perubahan global dilakukan melalui pengembangan skenario dan rencana kontingensi, 

didukung dengan sistem monitoring risiko yang efektif. Perlindungan investor diperkuat melalui 

mekanisme perlindungan yang jelas dan sistem asuransi investasi yang memadai. 

Implementasi kelima aspek penguatan tambahan ini - keberlanjutan, teknologi, kerjasama 

internasional, pemberdayaan masyarakat, dan mitigasi risiko - bersama dengan tiga aspek 

sebelumnya akan menciptakan kerangka kebijakan insentif perpajakan yang lebih komprehensif 

dan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi ini akan mendukung pencapaian tujuan pengembangan 

KEK Sulawesi Utara secara optimal. 

 

Implikasi Teoretis dan Praktis 

Penelitian ini memberikan sumbangan penting baik secara teoritis maupun praktis. Upaya 

penelitian ini merupakan upaya teoritis yang bertujuan untuk mengusulkan suatu model penerapan 

insentif perpajakan yang lebih komprehensif, memberikan sumbangan bagi literatur mengenai 

harmonisasi insentif perpajakan di kawasan, dan memberikan wawasan mengenai hubungan 

insentif perpajakan dengan investasi. Penelitian ini memberikan panduan secara praktis bagi 

mereka yang terlibat dalam penerapan insentif perpajakan, menjadi acuan bagi investor yang ingin 

mengetahui lanskap regulasi terkait perpajakan di KEK, dan menjadi kerangka kerja untuk 

evaluasi insentif perpajakan. 

Keterbatasan Penelitian Dan Penelitian Masa Depan 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penelitian untuk 

mendapatkan hasil penelitian. Perubahan kronologis dan geografis merupakan faktor yang paling 

menonjol, dan penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2019 – 2023 dengan fokus pada wilayah 

Sulawesi bagian timur khususnya. Untuk lebih memahami relevansi temuan penelitian dalam 

jangka panjang, temuan perlu digeneralisasikan untuk periode waktu lain atau KEK lain di wilayah 

lain. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahwa segala sesuatunya lebih 

realistis namun regulasi yang berubah terus berkembang. 

Dua pendekatan, yaitu yang kedua terkait dengan analisis statistik dan pendekatan 

metodologis. Tantangan tersendiri dalam penelitian khusus ini adalah pengujian terbatas terhadap 

data bersifat rahasia dari perusahaan-perusahaan di KEK. Kedua, wawancara juga sulit dilakukan 

untuk mendapatkan semua kepentingan yang relevan dan untuk mendapatkan dampak dari insentif 

perpajakan secara jelas dalam kaitannya dengan investasi. Kompleksitas proses untuk menentukan 

dampak pajak yang tidak sensitif sebagai akibat dari faktor ekonomi lainnya dapat meningkatkan 

tantangannya dalam proses menghasilkan hasil yang komprehensif. 

Meskipun penelitian ini mencoba mengintegrasikan pandangan hukum dan ekonomi, 

masih terdapat beberapa permasalahan ketika menganalisis aspek kehidupan sosial dan keagamaan 

yang dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan konsep perpajakan yang insentivistik. 

Permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut selama penelitian ini dilakukan adalah pemahaman 

menyeluruh mengenai dinamika sosial-budaya masyarakat lokal dan dampak serta pengaruhnya 

terhadap implementasi kebijakan tersebut. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan insentif perpajakan di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi regional. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan aspek 

regulasi, kelembagaan, dan implementasi. Harmonisasi peraturan perpajakan antara pemerintah 

pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kepastian hukum 

menjadi langkah penting dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung. Selain itu, 

pengembangan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan 

infrastruktur pendukung, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi kunci 

keberhasilan implementasi kebijakan. Optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan dan 

pengawasan yang transparan juga diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan terintegrasi dalam implementasi 

kebijakan, mengingat kompleksitas hubungan antar pemangku kepentingan. Sistem informasi 

terintegrasi yang mendukung monitoring dan evaluasi jangka panjang menjadi elemen kunci dalam 

memastikan keberlanjutan dampak kebijakan ini. 
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